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NOTARIS, PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH &
PEJABAT LELANG KELAS II
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Nomor :019/NOT/OR/V1/2024

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr.OCTORIO RAMIZ, S.H., M.Kn.
Jabatan : Notaris & P.P.A.T.
Dengan ini menerangkan bahwa :
Nama Lengkap : ADELIA PORTUNA ANDI LOLO
Nomor Pokok : B022221037
Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan
Universitas Hasanuddin
Bahwa pada :
Hari/Tanggal : Rabu/05 Juni 2024
Tempat : Kantor Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pejabat Lelang

Kelas II Dr.OCTORIO RAMIZ,S.H., MKn.,
Jalan Sultan Alauddin Komp.Ruko Pa’baeng-baeng Nomor 98/7,
Kota Makassar

telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian guna melengkapi bahan sehubungan
dengan penyusunan dan penulisan tesis Program Magister (52) Kenotariatan Universitas
Hasanuddin, dengan judul :

“PEMBUATAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN TANPA
DIBERIKAN LANGSUNG OLEH PASANGAN KAWIN SEBAGAI PEMBERI HAK
TANGGUNGAN ”

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.
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NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
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Notaris/PPAT,

RAKRMAWATI LAICA MARZURL, SH
NOTARIS / PPAT
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NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
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Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : ADELTIA PORTUNA ANDI LOLO
No. Pokok : BO22221037
Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan

Adalah benar telah mengadakan penelitian dengan Judul “PEMBUATAN
SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN TANPA DIBERIKAN LANSUNG
OLEH PASANGAN KAWIN SEBAGAI PEMBERI HAK TANGGUNGAN” di kantor
kami .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk  dipergunakan

sebagaimana mestinya.
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BRILLIAN THIORIS, SH

NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
DIKOTA MAKASSAR

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor : C-634.HT.03.01-Th.1999 Tanggal 2 Maret 1999
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Makassar, 15 Juni 2024

Nomor : 04/N/V1/2024

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah inj :

Nama : BRILLIAN THIORIS, SH
Pekerjaan : Notaris/PPAT
Alamat : JI. Adhyaksa Baru Ruko Jasper II No. 46 F,

Panakkukang Mas, Makassar

Menerangkan dengan ini bahwa :

Nama : ADELIA PORTUNA ANDI LOLO
No. Pokok : B022221037
Program : Magister (S2) Kenotariatan

Judul Penelitian :PEMBUATAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK
TANGGUNGAN TANPA DIBERIKAN LANGSUNG
OLEH PASANGAN KAWIN SEBAGAI PEMBERI HAK
TANGGUNGAN

benar telah mengadakan penelitian di kantor saya, Notaris di Kota Makassar.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.
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KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Jalan Andi Pangerang Pettarani Nomor 8 Makassar Telp: (0411) 866622 email: kot-makassar@atrbpn.go.id

Nomor :UP.02.01/2314-73.71.100/VI1/2024 Makassar, 10 Juni 2024
Sifat : Biasa

Lampiran: -

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan
di

Makassar

Menunjuk Surat Saudara Nomor 13996/S.01/PTSP/2024 Tanggal 31
Mei 2024 Perihal Izin Penelitian, dengan ini disampaikan kepada Saudara
bahwa Mahasiswa tersebut dapat melaksanakan Penelitian pada Kantor

Pertanahan Kota Makassar.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

An. Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar
Kepala Subbagian Tata Usaha

Aslinda Amsak, S.E., M.M.
NIP. 19750512 200804 2 001
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